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PENGANTAR EDITOR

Buku ini adalah persembahan peneliti Pusat Studi Agama dan
Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia dalam rangka
pencapaian gelar akademik tertinggi, Guru Besar, Prof. Dr. Suparman
Marzuki, SH., M.Si. Kami memaknai buku ini, selain sebagai bentuk
penghormatan terhadap Prof. Suparman (begitu panggilan barunya)
karena turut membidani lahirnya PSAD UII, terutama memberikan dan
menanamkan kerangka program organisasi, juga sebagai bentuk
kesadaran akademik untuk merawat ide-ide otentik seorang tokoh
bangsa atas berbagai isu kenegaraan yang aktual pada masanya. Dalam
proses pencarian tulisan, editor menemukan jejak tulisan Prof.
Suparman sejak tahun 1984 (saat masih menjadi mahasiswa Strata 1),
baik di media cetak lokal, regional, maupun nasional. Artinya,
keterlibatan Prof. Suparman, dalam menggagas ide malalui tulisan
populer, sudah berlangsung setidaknya selama 46 tahun. Dalam fase
itu, memang ada jeda yang cukup panjang, saat Prof. Suparman
mendapatkan amanah negara baik sebagai ketua Komisi Pemilihan
Umum, maupun ketua Komisi Yudisial hingga tahun 2017.
Belakangan, setidaknya sejak tahun 2025 hingga saat ini, karena
pergeseran platform penyampaian opini semakin banyak dilakukan
melalui kanal youtube, Prof. Suparman juga banyak menghiasi
podcast-podcast di beberapa kanal media youtube.

Oleh karena itu, atas pertimbangan relevansi sumber utama
tulisan dalam buku ini adalah opini yang diterbitkan Prof. Suparman
sejak tahun 2017 hingga 2024, yang kebetulan semuanya diterbitkan
oleh media cetak Kompas dan Tempo, serta opini yang disarikan dari
podcast Prof. Suparman di kanal youtube Terus Terang Prof. Moh.
Mahfud MD dan kanah youtube Jogja Network. Opini yang berasal
dari kanal youtube di olah dan disajikan oleh tim editor agar
menyesuaikan dengan kolom yang berasal dari media cetak. Tentu saja
ini bukan pekerjaan yang sulit karena seluruh kanal youtube Prof.
Suparman selalu mengandung pemikiran tajam, kritis, dan orisinil,
sehingga pekerjaan editor sejatinya hanya menyusun secara tematik
saja.

Ucapan terima kasih, editor haturkan kepada MMD Initiative
yang telah menyediakan sumber dayanya sehingga buku ini dapat
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sampai di tangan pembaca yang budiman. Ucapan serupa juga kepada
tim PSAD UII yang dalam waktu sangat singkat dapat mengumpulkan
semua tulisan dan mentranskrip puluhan kanal youtube Prof.
Suparman. Akhirnya, sebagai kumpulan tulisan, tentu saja terdapat
banyak kelemahan dalam buku ini, terutama dalam penempatan tema-
tema spesifik. Selamat Prof. Suparman Marzuki, semoga gelar baru
yang disanding semakin menguatkan komitmen untuk terus
menyuarakan ketidakadilan dan kebenaran. Kami semua menunggu
karya dan pemikiran berikutnya. Buku ini adalah pengingat seperti
yang selalu engkau sampaikan, bahwa jalan perjuangan masih sangat
panjang.

Yogyakarta, 28 Februari 2026

Editor
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